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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 7/PERMEN-KP/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara pada setiap satuan kerja di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur 

mengenai pejabat pengelola anggaran; 

 b bahwa untuk mendukung terwujudnya  pejabat pengelola 

anggaran yang berkompeten serta menyesuaikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu 

meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan  Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan  Nomor 24/PERMEN-KP/2015 

tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata 

Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6267); 

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 317); 

 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA 

ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN 

DAN PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk 

investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan 

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

2. Pejabat Perbendaharaan adalah pejabat yang mengelola 

dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. 

3. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah 

bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau unit 

organisasi lain yang menangani kelautan dan perikanan 

yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 

suatu  program.  

4. Satker Kantor Pusat adalah Satker yang melaksanakan 

satu atau beberapa kegiatan pada kantor pusat unit 

organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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5. Satker Kantor Daerah adalah Satker yang melaksanakan 

satu atau beberapa kegiatan pada kantor daerah 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

6. Satker Tugas Pembantuan adalah Satker yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pada kantor 

dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi 

kelautan dan perikanan. 

7. Satker Khusus adalah Satker yang melaksanakan satu 

atau beberapa kegiatan yang menggunakan dana khusus 

pada unit organisasi Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

8. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, 

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

atas penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan 

dan Perikanan. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat 

KPA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan 

tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran 

yang dikuasakan kepadanya. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat 

PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan 

yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban 

belanja negara. 

11. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, yang 

selanjutnya disingkat PPSPM, adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian 

atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan 

surat perintah membayar. 

12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/Satker 

Kementerian Kelautan dan   Perikanan. 

13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
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menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja negara dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

pada kantor/Satker Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

14. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya 

disingkat BPP, adalah bendahara yang bertugas 

membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan 

pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran 

pelaksanaan kegiatan tertentu. 

15. Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, yang 

selanjutnya disingkat PPABP, adalah petugas yang 

ditunjuk oleh KPA untuk membuat dan menatausahakan 

administrasi belanja pegawai Satker yang   bersangkutan. 

16. Staf Pengelola Keuangan, yang selanjutnya disingkat 

SPK, adalah petugas yang membantu KPA/PPK dalam 

pengadministrasian keuangan. 

17. Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 

yang selanjutnya disebut Analis Pengelolaan Keuangan 

APBN, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk 

melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Satker 

Kementerian Negara/Lembaga sesuai kewenangan dan 

peraturan perundang-undangan.  

18. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN, yang 

selanjutnya disebut Pranata Keuangan APBN, adalah 

pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan 

pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara pada Satker Kementerian Negara/Lembaga sesuai 

kewenangan dan peraturan perundang-undangan.  

19. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah 

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan 

kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai 

kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai 

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak 
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